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RINGKASAN

Negara hukum pada prinsipnya menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum,
dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk
perlindungan tersebut diwujudkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang
berfungsi menguji legalitas tindakan administrasi negara. Dalam praktiknya,
muncul persoalan hukum terkait hak gugat Pegawai Negeri Sipil yang
diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana
korupsi setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2021. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dalam praktik peradilan digunakan
sebagai dasar bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang
didasarkan pada putusan tindak pidana korupsi bukan merupakan objek sengketa
tata usaha negara. Di sisi lain, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021
masih memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengajukan upaya
hukum setelah menempuh upaya administratif. Kondisi tersebut menimbulkan
konflik norma yang berdampak terhadap kepastian hukum, keadilan, perlindungan
hukum, dan access to justice bagi Pegawai Negeri Sipil

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai
norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian dilakukan melalui
studi kepustakaan (library research) dengan sifat penelitian preskriptif yang
bertujuan memberikan argumentasi, konsep, dan rekomendasi terhadap
permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan tersebut
digunakan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
5 Tahun 2021 dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara keputusan
pemberhentian tidak dengan hormat dan putusan tindak pidana korupsi, serta
konsep ideal access to justice dalam sengketa administrasi kepegawaian. Bahan
hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan
teori keadilan, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan konsep negara
hukum.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan
tindak pidana korupsi tetap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena
memenuhi unsur konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang. Oleh karena itu, keputusan tersebut tetap memiliki karakter
sebagai tindakan administrasi negara yang dapat diuji legalitasnya. Namun
dalam praktiknya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021
digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak gugat Pegawai Negeri Sipil
terhadap keputusan tersebut. Kondisi ini menimbulkan konflik norma dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 yang masih memberikan ruang
bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengajukan upaya hukum setelah menempuh
upaya administratif. Pembatasan tersebut berpotensi bertentangan dengan
prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum karena
mengurangi kesempatan warga negara untuk memperoleh pemeriksaan oleh
lembaga peradilan yang independen terhadap tindakan administrasi negara
yang merugikan hak-haknya.

2. Konsep ideal access to justice bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menggugat
keputusan pemberhentian tidak dengan hormat harus menempatkan hak gugat
sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh prinsip
negara hukum. Access to justice tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi juga sebagai jaminan tersedianya
kesempatan yang nyata dan efektif untuk memperoleh perlindungan hukum.
Dalam konsep ideal tersebut, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat
yang didasarkan pada putusan tindak pidana korupsi tetap dapat diuji pada
aspek legalitas administrasinya tanpa mengurangi kekuatan hukum putusan
pidana yang menjadi dasar penerbitannya. Selain itu, Peradilan Tata Usaha
Negara perlu diperkuat sebagai guardian of administrative justice dan hakim
harus tetap diberikan kebebasan untuk menilai legalitas tindakan administrasi
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum
pemerintahan yang baik, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 harus dipahami sebagai pedoman
internal yang tidak dapat membatasi hak konstitusional warga negara maupun
mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara.
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ABSTRAK

Kata kunci : Hak Gugat, Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat, Keputusan Tata Usaha Negara, Access to Justice, Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 5 Tahun 2021

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) vyang didasarkan pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi
menimbulkan persoalan hukum ketika hak gugat terhadap keputusan tersebut
dibatasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Di satu sisi,
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 dalam praktik peradilan
digunakan sebagai dasar bahwa keputusan PTDH yang didasarkan pada putusan
tindak pidana korupsi bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara. Di sisi
lain, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 masih memberikan ruang bagi
Aparatur Sipil Negara untuk menempuh upaya hukum setelah upaya administratif
dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai keadilan, kepastian
hukum, perlindungan hukum, dan access to justice bagi PNS yang diberhentikan
tidak dengan hormat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembatasan hak gugat PNS
terhadap keputusan PTDH yang didasarkan pada putusan tindak pidana korupsi
melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 telah sesuai dengan
prinsip keadilan serta untuk merumuskan konsep ideal access to justice bagi PNS
dalam menggugat keputusan PTDH dalam sistem hukum administrasi negara
Indonesia. Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan
hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori keadilan, teori kepastian
hukum, teori perlindungan hukum, dan konsep negara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan PTDH yang didasarkan pada
putusan tindak pidana korupsi tetap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
karena memenuhi unsur konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum



bagi seseorang. Oleh karena itu, keputusan tersebut tetap dapat diuji pada aspek
legalitas administrasinya tanpa mengurangi kekuatan hukum putusan pidana yang
menjadi dasar penerbitannya. Pembatasan hak gugat melalui Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan konflik norma dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 serta berpotensi bertentangan dengan
prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Konsep ideal access
to justice yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan hak gugat sebagai
bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin melalui mekanisme
perlindungan hukum administratif dan yudisial. Dalam konsep tersebut, Peradilan
Tata Usaha Negara berfungsi sebagai guardian of administrative justice yang
berwenang menguji legalitas keputusan administrasi negara, sedangkan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan dasar untuk
meniadakan hak konstitusional warga negara maupun membatasi independensi
hakim dalam memutus perkara
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ABSTRACT

Keywords : Right to Sue, Civil Servants, Dishonorable Dismissal, State
Administrative Decision, Access to Justice

This research is motivated by the restriction of the right to sue of Civil Servants
(Pegawai Negeri Sipil/PNS) against Dishonorable Dismissal Decisions
(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH) based on corruption court
judgments through the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 5 of 2021.
On the one hand, SEMA Number 5 of 2021 has been applied in judicial practice to
exclude PTDH decisions based on corruption convictions from the jurisdiction of
the State Administrative Court. On the other hand, Government Regulation Number
79 of 2021 still provides Civil Servants with the opportunity to pursue legal
remedies after exhausting administrative remedies. This situation raises issues
concerning justice, legal certainty, legal protection, and access to justice.

This study aims to analyze whether the restriction of the right to sue imposed
through SEMA Number 5 of 2021 is consistent with the principle of justice and to
formulate an ideal concept of access to justice for Civil Servants in the Indonesian
administrative law system. This research employs a normative legal research
method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is
conducted through the perspectives of the theory of justice, legal certainty, legal
protection, and the rule of law.

The results show that a PTDH decision based on a corruption conviction remains
a State Administrative Decision because it fulfills the elements of being concrete,
individual, final, and producing legal consequences. Therefore, such a decision
may still be reviewed with respect to its administrative legality without affecting the
binding force of the criminal judgment upon which it is based. The restriction of the
right to sue through SEMA Number 5 of 2021 creates a normative conflict with
Government Regulation Number 79 of 2021 and potentially contradicts the
principles of justice, legal certainty, and legal protection. The ideal concept of
access to justice proposed in this study recognizes the right to sue as a
constitutional right that must be guaranteed through both administrative and
judicial protection mechanisms, as well as through strengthening the role of the
State Administrative Court as the guardian of administrative justice.
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